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REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM 
PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN 
 
Abstrak 
Hasil penelitian diperoleh bahwa penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri 
secara normatif memang tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pemberian rehabilitasi yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pada 
Pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa: hakim yang memeriksa perkara pecandu 
narkotika dapat: a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika 
tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau; b) 
menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan 
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Surat Edaran Mahkamah 
Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalah Guna dan 
Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 
Dalam kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya 
dalam Al-Qur’an dan Hadis, Bahwa sanksi 40 kali merupakn sanksi had dan 40 
kali cambuk merupakan ta‘dzir. Dengan demikian, penulis berkesimpulan kalau 
khamar bias dijatuhi hukuman ta‘dzir, maka pelaku penyalahgunaan narkoba lebih 
layak dan pantas dijatuhi kuman ta‘dzir mengingat bahwa mafasadat yang 
ditimbulkan narkoba lebih besar daripada khamar”. 
 




The results of the study show that the normative abuse of narcotics for oneself is 
not explicitly stated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The 
provision of rehabilitation as stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning 
Narcotics in Article 103 paragraph (1) states that: a judge examining a case of a 
narcotic addict can: a) decide to order the person concerned to undergo treatment 
and / or treatment through rehabilitation if an addict The narcotics are found guilty 
of committing the Narcotics crime; or; b) stipulate to order the person concerned 
to undergo treatment and / or treatment through rehabilitation if the Narcotics 
Addict is not proven guilty of committing a Narcotics crime. Supreme Court 
Circular (SEMA) No. 4/2010 concerning the Stipulation of Abusers and Narcotics 
Addicts into the Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions. In 
the study of Usul Jurisprudence, if something has not been determined its legal 
status in the Qur'an and Hadith, then it can be resolved through the qiyas 
(analogy) method. The legal status of narcotics in Islamic law can be attributed to 
the legal status of khamr (liquor) which has been mentioned in the Al-Qur'an and 
hadith. That the sanction of 40 times being punished and 40 times of lashing is 
ta'dzir. Thus, the authors conclude that if khamar can be sentenced to ta'dzir, then 




ta'dzir germs considering that the mafasadat caused by drugs is greater than 
khamar. 
 
Keywords: use of narcotics, criminalization of narcotics, implementation of 
rehabilitation of narcotics users. 
 
1. PENDAHULUAN 
Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari Bahasa Inggris narcose atau 
narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa 
Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan 
apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang 
dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), 
bahan-bahan pembius dan obat bius (Eleanora, 2011). 
 Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika 
adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, 
menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, 
narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri 
yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga 
dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang 
masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Eleanora, 2011). 
 Pengertian narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu: narkotika adalah zat atau obat yang berasal 
dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-
Undang ini. 
 Sehingga dapat disimpulkan, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat 
menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, 
menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau 
merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau 





 Ketentuan hukuman yang diberikan kepada pecandu narkotika berdasarkan 
Undang-undanga Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa rehabilitasi 
bukan berupa sanksi pidana merupakan parameter yang terlalu sempit dan sulit 
membuktikan bahwa mereka adalah tersangka atau terdakwa. Aparat penegak 
hukum harus menggunakan landasan hukum lain terhadap penyalagunaan 
narkotika. Aparat penegak hukum menggunakan parameter tertangkap tangan 
berupa barang bukti dalam peredaran gelap narkotika (Gukguk dan Jaya, 2019).  
 Penelitian terhadap putusan hakim pada tahun 2013 menjelaskan bahwa 
putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi menunjukkan 99% putusan hakim 
terhdap penyalahgunaan narkotika merupakan kriminal dengan hukuman penjara. 
Jaksa dalam dakwaan terhadap penyalahgunaan narkotika selalu memberikan 
dakwaan berlapis yaiyu Pasal 111 dan Pasal 112 yang terkait dengan 
penyimpanan, kepemilikan dan penguasaan narkotika. Selain itu jaksa dalam 
dakwaannya memberikan Pasal 114 yaitu menawarkan untuk menjual, membeli 
atau menjadi perantara karena setiap pengguna narkotika hampir selalu memiliki, 
menyimpan dan membeli narkotika untuk kepentingannya sendiri (Hafrida, 2016). 
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut 
prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak), dimana pertanggungjawabannya 
secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. Adapun 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diselenggarakan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta salah satu tujuan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mencegah, 
melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. 
 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal ini 
sudah menganut double track systemterhadap penggunaan sanksi kepada tindak 
pidana narkotika, akna tetai hal ini ditentukan oleh kebebasan hakim dalam 
menjatuhkan vonis atau putusannya berdasarkan keyakinan hakim memberikan 
sanksi. Penyalahgunaan narkotika dijelaskan pada Pasal 127 Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa setiap penyalah guna 
(Hikmawati, 2011): a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan 




sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan; c) 
Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun. 
 Andi Hamzah dalam bukunya berpendapat Kesalahan dalam arti luas, 
meliputi (Hamzah, 2014): a) Sengaja; b) Kelalaian (culpa); c) Dapat 
dipertanggungjawabkan. Pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal 
pertanggungjawaban pidana. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu 
kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan 
perbuatan mempunyai kesalahan ataukah tidak. 
 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, penulis akan 
melakukan penelitian terhadap tindak pidana narkotika, pidana narkotika, proses 
rebanilitasi dan pemidanaan terhadap penggunaan narkotika. Oleh sebab itu 
penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Rehabilitasi Penyalagunaan 
Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”. 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, amak penulis akan 
melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana 
pemberian rehabilitasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika?; b) Bagaimana konsep pemidanaan terhadap penyalahgunaan 
narkotika yang direhabilitasi? c) Bagaimana perspektif narkotika dalam hukum 
pidana Islam? 
 
2. METODE  
Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat 
(Ibrahim, 2006). Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yaitu berupa KUHP dan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menilai Rehabilitasi 
Penyalagunaan Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. Jenis penelitian 
yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat 




memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran 
rehabilitasi penyalagunaan narkotika dalam perspektif tujuan pemidanaan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pemberian Rehabilitasi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika 
Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap pemberian rehabilitasi yang 
diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
bahwapada Pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa: hakim yang memeriksa 
perkara pecandu narkotika dapat: a) memutus untuk memerintahkan yang 
bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika 
Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; 
atau; b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika 
tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. 
 Peraturan diatas menjelaskan bahwa peran aktif petugas kesehatan 
melakukan asesmen, menyusun rencana berupa terapi dan memberikan 
rekomendasi atas rencana terapi rehabilitas yang dibutuhkan oleh terpidana. Hal 
tersebut bertujuan agar vonis yang dijatuhkan kepada terpidana membantu untuk 
kembali pulih dair kecanduan terhadap narkotika. Program rehabilitasi nedia bagi 
terpidana atau tersangka pecandu narkotika sejalan dengan program wajib lapor 
bagi pecandu narkotika. Program wajib lapor secara resmi dilakukan pada tahun 
2011 dengan harapan lebih banyak menarik kesadaran pecandu atau keluarganya 
untuk melakukan lapor diri sehingga memberikan efek terhadap pecandu 
narkotika yang menerima perawatan terkait dengan ketergantungannya. Semakin 
meningkatnya jumlah pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan 
narkotika melakukan pelaporan ke Puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah sakit 
umum maka diharapkan semakin menekan angka daripada para pecandu, 
penyalahguna dan korban daripada narkotika yang mendapatkan vonis hakim. 
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 pada 




pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban 
penyalahgunaan narkotika yang sudah dijatuhkan vonis oleh pengadilan”. 
Sementara Pasal 25 menjelaskan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah 
bertanggungjawab terhadap biaya pelaksanaan rehabilitas medis bagi pecandu, 
penyalaghuna dan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak mampu dan 
sedang menjalani proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
 Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan rehabilitasi medis bagi 
terpidana pecandu narkotikaa ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah 
mendapatkan masukan dari dinas kesehatan provinsi terkait. Jika belum dilakukan 
penetapan maka Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan basis rumah sakit 
dan mendapatkan rujukan dari pengadilan, dapat mengajukan klaim kepada 
Kementrian Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Kepada Dinas 
Kesehatan Kabupaten atau kota memberikan usulan fasilitas kesehatan untuk 
menetapkan sarana rehabilitasi medis terpidana pecandu narkotika kepada menteri 
atau Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Fasilitas kesehatan dapat 
memberikan layanan rehabilitasi medis terpidana yang terdiri dari rumah sakit 
ketergantungan obat, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, rumah sakit khusus 
milik Kepolisian atau TNI atau lembaga rehabiilitasi medis milik pemerintah atau 
penerintah daerah. 
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, 
Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah 
Diputus Oleh Pengadilan menjelaskan bahwa kriteria fasilitas kesehatan yang 
dapat diusulkan sebagai sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yaitu: a) 
Memiliki unit pelayanan rehabilitasi napza, sekurang-kurangnya alokasi tempat 
tidur untuk perawatan selama 3 bulan; b) Memiliki tenaga kesehatan yang 
sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat dan apoteker yang terlatih di 
bidang gangguan penggunaan napza; c) Memiliki program rehabilitasi medis 
napza, sekurang-kurangnya program rawat inap jangka pendek dengan layanan 
simtomatik dan intervensi psikososial sederhana; d) Memiliki standar prosedur 




keamanan minimal yang diantaranya memuat prosedur: (1) Pencatatan 
pengunjung yang masuk dan keluar; (2) Tugas penjaga keamanan; (3) 
Pengamanan pasien agar terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri atau 
orang lain. 
3.2 Konsep Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang 
Direhabilitasi 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai konsep pemidanaan 
terhadap penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi yaitu bahwa Pasal Pasal 1 
butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan 
“penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau 
melawan hukum”. Pengguna narkotika yang tanpa hak atau secara melawan 
hukum berarti pemakaian narkotika di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau 
resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan 
menimbulkan hambatan dalam aktifitas sosial, serta menimbulkan ketergantungan 
(menjadi pecandu). Adapun definisi pecandu menurut Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 butir 13 adalah “orang yang menggunakan 
atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada 
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. 
 Proses pemidanaan, komponen viktimisasi yaitu produsen illegal dan 
pengedar tentu tidak menjadi masalah karena sudah jelas, yang menjadi masalah 
adalah penanganan hukum terhadap penyalah guna dan pecandu yang pada 
dasarnya merupakan korban perbuatan pihak lain. Dalam Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) disebutkan bahwa pengguna 
narkotika bagi diri sendiri dapat dikenai pidana penjara 1 (satu) sampai 4 (empat) 
tahun tergantung golongan narkotikanya. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai 
berikut: Ayat (1): Setiap Penyalah Guna:  a) Narkotika Golongan I bagi diri 
sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;  b) Narkotika 
Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun; dan’; c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 




 Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengambil langkah untuk membangun 
paradigma penghentian kriminalisasi (dekriminalisasi) terhadap pecandu 
narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 
4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam 
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 
2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Selain itu juga SEMA Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga 
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjadi dasar pertimbangan bagi 
korban penyalahgunaan narkotika yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang dibujuk dan diperdaya untuk 
menggunakan narkotika 
 Penentuan sanksi pada penyalagunaan dan pecandu narkotika merupakan 
hak mutlak daripada hakim. Sebab ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa hakim diberi kewenangan untuk 
menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi kepada 
pecandu narkotika. Dalam menangani kasus pecandu narkotika hakim 
menerapkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika mengenai sanksi pidana dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai sanksi tindakan rehabilitasi dimana 
pada akhirnya tertuju pada keyakinan haki terhadap pelaku penyalahgunaan 
narkotika untuk dilakukan rehabilitasi. Keputusan hakim berdasarkan bukti 
daripada hasil laboratorium yang menjelaskan bahwa pelaku mengalami 
ketergantungan narkotika sehingga butuh dilakukan perawatan intensif berupa 
pengobatan melalui fasilitas rehabilitasi sebagaimana perintah dari UU Narkotika. 
 Tuntutan hukum tidak hanya diberikan kepada pecandu atau penyalahguna 
narkotika saja kan tetapi orang tua dapat dituntut secara hukum jika pelaku 
merupakan anak dibawah umur dimana akan dikenai berupa kewajiban untuk 
melakukan pelaporan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau 




pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi 
sosial sebagaimana dijelaskan pada Pasal 55 Ayat (1) UU Narkotika. Apabila 
kewajiban daripada ketentuan dilanggar maka orang tua daripada pelaku dapat 
dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan sebagaimana dijelaskan apda 
Pasal 128 UU Narkotika. 
 Pecandu narkotika yang sudah dianggap dewasa dan mampu 
bertanggungjawan wajib untuk lapor atau dilaporkan oleh keluarganya kepada 
pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan 
pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 
sebagaimana dijelaskan Pasal 55 Ayat (2) UU Narkotika. 
3.3 Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Narkotika  
Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkotika, 
maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan 
semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali mereka 
yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) 
narkotika. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah 
jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai 
orang yang dipaksa orang lain (ikrah). Dalam Al-Qur’an tidak dijumpai istilah 
narkotika atau sejenisnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak ada 
istilah narkotika atau obat-obatan/zat yang seperti narkotika. Namun demikian, 
Al-Qur’an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang 
dapat dijadikun acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan 
permasalahan narkotika. Dalam kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum 
ditentukan status hukumnya dalam Al-Qur’an dan Hadis, maka bisa diselesaikan 
memalui metode qiyas (analogi).Status hukum narkotika dalam hukum Islam 
dapat dikiaskan kepada status hukum khamr (minuman keras) yang sudah disebut 
dalam Al-Qur’an dan hadis.Khamr diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma’idah [5] 
ayat 90 berikut ini; “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 




adalah Termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan”. 
 Status hukum khamr adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. Al-Ma’idah 
Ayat 90, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum 
narkotika karena mengandung unsur (‘illat) yang sama yaitu unsur memabukkan 
serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun narkotika 
mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada khamr. Dengan demikian, 
penyamaan narkotika dengan khamr merupakan bentuk qiyas aula, yaitu qiyas 
yang mengharuskan sesuatu yang disamakan dengan khamr tersebut mempunyai 
perhatian yang lebih besar, karena narkotika mempunyai efek yang lebih 
berbahaya disbanding khamr. Qiyas aula merupakan suatu qiyas yang ‘illatnya 
mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih 
utama dari pada tempat menyamakannya. 
 Selain berdasarkan qiyas, keharaman penyalahgunaan narkotika juga 
didasarkan pada makna umum dari ayat-ayat al-Qur’an sebagai berikut: a) “Dan 
dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala 
yang buruk” (QS. Al-A’raf ayat 157). b) “Dan janganlah kamu menjatuhkan 
dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”(QS.Al-Baqarah ayat 195). c) “Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu” (QS.Al-Nisa’ ayat 29). 
 Adapun sanksi bagi penyalah guna narkotika berbeda di kalangan ulama. 
Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalah guna dan pecandu narkotika adalah 
sama dengan peminum khamr, karena dalam hal ini narkotika disamakan 
(dikiyaskan) kepada khamr sehingga hukumnya pun menjadi sama. 
 
4. PENUTUP  
4.1  Kesimpulan 
Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri secara normatif memang tidak 
disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika. Pemberian rehabilitasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 




bahwa: hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: a) memutus 
untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana Narkotika; atau; b) menetapkan untuk memerintahkan 
yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 
jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika. 
 Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah “seseorang yang tidak sengaja 
menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau 
diancam untuk menggunakan narkotika”. Definisi korban penyalahgunaan 
narkotika dalam Penjelasan Pasal 54 tersebut juga dirumuskan sama dalam Pasal 1 
Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan 
Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan perlindungan bagi 
penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Upaya perlindungan tersebut 
dirangkum di dalam Pasal 54, 103, dan 127 Ayat (2) dan Ayat (3), yang intinya 
adalah penyalah guna narkotika dapatmenjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial. Uraian dalam pasalpasal tersebut menitikberatkan pada kekuasaan hakim 
dalam memutus perkara narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi 
sosial. Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengambil langkah untuk membangun 
paradigma penghentian kriminalisasi (dekriminalisasi) terhadap pecandu 
narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 
4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam 
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 
 Al-qur‘an hanya menyebutkan tetntang larangan khamr, Alqur‘an tidak 
menyebutkan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba. 




beberpa sabda rasul tentang sanksi bagi orang yang mengkonsumsi khamar. 
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, segala ketentuan yang berkenaan dengan 
narkoba mengacu pada ketentuan yang berlaku pada khamr. Orang yang 
menyalahgnakan/ mengkonsumsi narkoba dapat dikenai sanksi berdasarkan 
hadishadis rasul tentang sanksi bagi peminum khamar dera/pukulan sebanyak 80 
(delapan puluh) kali. 
 Pendapat mayoritas ulama pengikut mazahib al-Arba’ah. Umar Bin 
Khattab berdasarkan ijma‘ sahabat pernah menjatukan sanksi kepada peminum 
khamar 80 kali cambuk, padahal berdasarkan peraktek rasul sanksi tersebut aalah 
40 kali cambuk, bahkan hal ini (80 kali cambuk) merupakan pendapat mayoritas 
imam mazhab, kecuali Syafi‘iyah yang kemudian Syafi‘iyah menyetujui pendapat 
tersebut denan pendapatnya bahwa sanksi 40 kali merupakn sanksi had dan 40 
kali cambuk merupakan ta‘dzir. Dengan demikian, penulis berkesimpulan kalau 
khamar bias dijatuhi hukuman ta‘dzir, maka pelaku penyalahgunaan narkoba lebih 
layak dan lpantas dijatuhi kuman ta‘dzir mengingat bahwa mafasadat yang 
ditimbulkan narkoba lebih besar daripada khamar (Al-Kahlani, 1998). 
 Dalam menetukan hukuman ta‘dzir, hakim hanya menentukan hukuman 
secara umum saja artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman 
untuk masing- masing jarimah ta‘zir, melainkan hanya menetapkan hukuman 
untuk masing-masing jarimah ta‘zir, dari yang seringan-ringan sampai 
seberatberatnya. Jenis-jenis hukuman ta‘zir adalah sebagai berikut (Jazuli, 2000): 
Hukuman Mati, Hukuman Cambuk, Hukuman Kawalan (Penjara atau Kurungan), 
Hukuman Salib, Hukuman Pengucilan, Hukuman Ancaman, Teguran, dan 
peringatan, Hukuman Denda. 
4.1 Saran 
Pertama Diharapkan Lembaga terkait dengan penanganan rehabilitasi pecandu 
narkotika meningkatkan fasilitas dan pelayanan berupa tempat serta program yang 
tepat sehingga proses rehabilitasi dilakukan secara efektif dan efisien. Kedua 
Diharapkan kedepannya hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku 
kejahatan narkotika benar-benar memperhatikan alat bukti dan kronologis 
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